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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di atur

dalam :

a. Kitab Hukum Pidana diatur dalam BAB XIV buku ke II yaitu dalam

Pasal 285 sampai Pasal 288 tindak pidana pemerkosaan dalam

buku kejahatan.

b. Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu :

Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak disebutkan, bahwa setiap orang dengan
sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan
orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun
dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.
300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan palin sedikit Rp.
60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak diatur dalam Pasal 56-60.

2. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana

kasus 239/pid.sus/2017/PN idi, perlindungan hukum terhadap korban

tindak pidana pemerkosaan dalam peradilan belum sepenuhnya

terlaksana, masih banyak yang belum sesuai yang diatur oleh Undang-

Undang, korban tidak Mendapatkan identitas baru, tidakMendapatkan

kediaman baru,tidakmemperoleh penggantian biaya transportasi sesuai

dengan kebutuhan, tidakmendapatkan nasihat hukum, tidakmemperoleh

bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan

berakhir, Bantuan medis, Bantuan rehabilitasi psiko-sosial sesuai yang
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diatur dalam  Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014

tentang perlindungan saksi dan korban.

3. Hambatan dan upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan yaitu :

Hambatan dialami oleh aparat penegak hukum sebagai berikut :

a. Masyarakat awam dengan hukum

b. Hukum yang berlaku tidak memberikan efek jera

c. Kurangnya anggaran dana dari pemerintah

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa :

a. Peran individu dan keluarga

Keluarga adalah panutan bagi anak, dimana keluraga adalah

tempat anak berlindung. Maka peran keluraga adalah salah satu

uapaya yang dapat mencegah tindak pidana terjadi pada anak-

anak.

b. Peran masyarakat

Masyarakat mempunyai peran penting dalam ikut mengayomi dan

melindungi korban dengan tidak mengucikan korban, masyarakat

harus bisa menerima  anak-anak agara anak merasa percaya diri

dalam menjalani kehidupannya.

B. SARAN

1. Pemerintah lebih memperhatikan masalah kesejahteraan sosial, sarana

dan prasana umum bagi masyarakatnya sehingga dapat mengurangi

angka kejahatan di tengah-tengah masyarakat, lebih tegas dalam
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membuat rambu-rambu hukum dan perlindungan terhadap anak maupun

korban kejahatan, mengevaluasi kinerja para penegak hukum dan lebih

peka memahami apa saja yang terjadi di masyarakat, memperbaiki

masalah pendidikan bagi anak di tengah kondisi masyarakat yang

majemuk.

2. Pemerintah harus terus melakukan evaluasi terhadap aparat penegak

hukum agar terciptanya pemidanaan ideal bagi pelakunya sebagai wujud

pemaksimalan perlindungan negara terhadap anak-anak.

3. Kontrol sosial dalam masyarakat harus lebih ditingkatkan guna menjaga

stabilitas kehidupan yang tentram dan damai, setiap anggota masyarakat

lebih terbuka dalam menghadapi fenomena kejahatan yang terjadi

disekitarnya dengan ikut berpatisipasi dalam memberantas pelaku tindak

kejahatan dan melindungi korban dari  kejahatan, para tokoh agama lebih

sering mengadakan pengajian, dan ibadah lain bagi saudara-saudara

seiman agar masyarakat yang beragama lebih terbentengi oleh iman

untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma, serta adanya

sosialisai oleh aparat penegak hukum kedaerah daerah terpencil untuk

menangulangi tindak kejahatan dalam masyarakat.
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